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ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 flruJN) maupun dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
JabatanNotaris ([JU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi
hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam
kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak
menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan
pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263,
264, dan 266 KL}HP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan
menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal
terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta,
dan Apakah notaris dapat dimintau pertanggungjawaban pidana apabila muncul
kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari
salah satu pihak.
Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Sumber
bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan
selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argurnentasi untuk
mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini.
Hasil penelitian menurryukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris
dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak. Notaris
hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik
tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai dalam
pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan Kode etik, dalam perubahan
tersebut tidak mengatur adarrya sanksi pidana. Dalarn praktik ditemukan
kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan
sebagai suatu tindak pidana yang dilalcukan oleh notaris. Notaris tidak dapat
dimintai pertanggungjawabn pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu
pihak, karena notaris Inrrya mencatat yang telah disampaikan oleh para pihak
untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para
pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain dapat
dipertanggung jawabkan notaris apabila penipuan tersebut bersumber dari notaris
sendiri.
Kata-kata kunci: Pemalsuan Dokumen, sanksi notaris, tanggung jawab notaris,
ABSTRACT
Larv Number i0 Year 2004 (UUJN) and in Law Number 2 Year 2014 on
Amendment of the Law of Position of Notaris (Law on Amendment of UUJN) has
not regulated the existence of legal sanction of violation against Article 15 of Law
on Amendment of UUJN in relation to criminal aspect where the estimate is if the
Notary does not enforce the provisions of that article will cause the occurrence of
falsification of letters or falsified documents as intended in Articles 26j, 264, and
266 of the Criminal Code so tts to cause hsrm to the parties concerned. Therefore,
this research seela to analyze and answer the problems concerning the forms af
notary respansibility in the case of false documents made by the parties in the
deed making, and whether the notary can be invoked criminal liability if there is a
loss to one of the parties as a result offalse documents offalse one party.
This study is qualified as a normative legal research. Sources of legal
muterials of this study were obtained from primary legal materials, secondary
legal materials and tertiary legal materials. The legal material that has been
colleeted is then qtstematized, analyzed and given the argumentation to get the
conclusion on the two issues discussed in this thesis.
The results of the research indicate that as for the responsibility of Notary
in the case of the occunence of/alse documents conducted by the parties. Notary
is only responsible in accordance with the acts it pedorms both the responsibility
in terms of administrative law, civil law, that is in accordance with articles 84 and
85 af the Law on Amendment of UUJN and the Code of Ethics, in which the
amendment does not regulate the existence of criminol sanctions. In practice it is
found that tlte violation of such sanctions is then qualtfied as a crime committed
by a notary. Notary can not be lteld criminally liable if there is a loss to one of the
parties, since the notary only records that have been submitted by the parties to
be poured in the deed. False statements submitted by the parties shall be the
responsibility of the parties. In other words, the notary can be accountedfor if the
fraud is sourcedfrom the notary itself,






Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang
diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah
sebagaiberikut:
1. Bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang
dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris. Berdasarkan
undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu pasal
l5,16,dan 17 tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.
Maka notaris tidak bertanggungiawab terkait dokumen palsu dan
keterangan plsu yang dilakukan oleh para pihak atau penghadap. Karena
pada dasarnya dalam menjalankan jabatannya notaris tunduk pada
peraturan Perundang-undangan. Notaris hanya dapat membuktikan secara
formil tidak bertanggung jawab materiil.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, apabila
kemudian hari timbul kesalahan dari akta otentik tersebut. Bila kesalahan
yang terjadi pada pembuat akta tersebut berasal dari para pihak dengan
memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen palsu atau tidak
sesuai maka akta otentik tersebut mengandung cacat hukum. Akibat
hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris yang
' 104
melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikan akta
tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal
41 undang-undang perubahan atas IIUJN serta akta otentik tersebut dapat
dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikan di dalam
persidangan dipengadilan.
4.2 SARAN
Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas
terhad@ pertanggungiawaban Notaris dalam pembuatan akta b€rdasarkan pemalsuan
surat oleh para pihak adalah sebagai berikut :
l. Undang-undang Penrbahan atas UUJN untuk mempertegas tindakan-tindakan
yang dilarang oleh NoAris dalmr melaksanakan tugasny4 termasuk ketentuan-
ketentuan dalarn pernbuatan akta baik bagi Notaris dm pma pihak yang ingin
membuat akt4
2. Sebagai notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya agaf lebih
mernperhatikan asas kehati-hatiau dan lebih cermd lagi'
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